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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan umum di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota dilakukan penataan prasarana dan sarana
kerja;

b. bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam
mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan
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Umum di daerah, sehingga diperlukan pedoman standar
prasarana dan sarana kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar
Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.3763

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4515);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;
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15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal
20 Mei 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota adalah pembakuan gedung kantor, dan
perlengkapan kantor.
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2. Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan
ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan
serta memenuhi persyaratan estetika.

3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan
kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi,
KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan
gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP
Kabupaten/Kota berupa bentuk bangunan tertentu dengan Logo KPU
disertai warna bangunan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan
Umum, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.

(2) Tujuan dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota agar pembangunan
Gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam
penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
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